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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah…dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah 
Ta’ala atas segala limpahan nikmat yang tak terbilang jumlahnya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tulisan dalam buku 
ini lahir dalam kegalauan penulis yang melihat demokrasi dengan 
segala sendi-sendi yang membangunnya seolah menjadi sebuah 
konsep bahkan teori yang mampu memecahkan segala persoalan yang 
menimpa bangsa-bangsa di dunia. Bahkan demokrasi menjadi sebuah 
alat yang sangat ampuh untuk mengukur sebuah negara dikatakan 
mampu dewasa dalam berpolitik.

Padahal dengan segala kelemahannya kita seharusnya 
membuka mata, hati dan pikiran kita, bahwa demokrasi dengan segala 
rangkaian tragedi kemanusiaan yang mendahuluinya seolah menjadi 
alat untuk melegalkan tindakan “represif” sebagian negara kepada 
sebagian negara lainnya. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai 
negara demokrasi, seolah membenarkan  negara mereka sendiri untuk 
melakukan kekerasan atau melakukan invasi.

Adanya perbedaan ideologi politik dunia yang diteruskan 
dengan pemaksaan dalam menganut ideologi tertentu akan 
menyebabkan perbenturan peradaban (clash of civilizations), yang 
dalam istilah Samuel Huntington sebenarnya adalah perbenturan 
ideologi-ideologi besar di dunia yang pada awalnya merupakan 
gerakan pemikiran yang kemudian diikuti dengan agenda aksi secara 
fisik (perang). Terjadinya perbenturan ini adalah akibat buntunya 
dialog yang dibangun oleh berbagai ideologi sehingga perbedaan 
pemikiran berlanjut menjadi perbedaan lewat aksi kekerasan fisik. 
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Padahal, yang terjadi sebenarnya bukanlah perbenturan peradaban, 
tetapi perbenturan kepentingan hegemoni politik.

Ideologi politik sebuah negara, apakah itu demokrasi, monarki 
atau yang lainnya, bukanlah sebuah masalah, jika rakyat negara itu 
sudah merasa nyaman dengan ideologi tertentu. Jikalau ada elemen 
masyarakat yang mencoba melakukan kritik terhadap ideologi negara 
tersebut, maka itu hal yang wajar saja, namun tidak perlu mengganti 
ideologi tersebut dengan jalan revolusi berdarah dan perang saudara, 
karena ideologi sangat tergantung pada budaya dan kebutuhan rakyat 
sebuah negara yang tidak dapat dipaksakan.

Oleh karenanya para pegiat demokrasi, sering menyuarakan 
terjadi anomali demokrasi, yaitu  penyimpangan atau keanehan yang 
terjadi atau dengan kata lain demokrasi yang didengungkan selama ini 
berjalan tidak sebagaimana mestinya. Banyak pengamat beranggapan 
bahwa demokrasi di Indonesia adalah bungkusnya saja yang demokrasi 
hakikatnya lebih merupakan oligarkis yang berbasis pada elite politik, 
suara rakyat selalu dijadikan dalih untuk melanggengkan kekuasaan 
sekaligus membungkam mereka yang bersuara kritis.

Ini berarti, demokrasi berkembang melalui kesalahan dan 
kekeliruan yang telah secara tidak langsung diterapkan oleh negara 
yang kerap dianggap sebagai kiblat demokrasi yaitu Amerika Serikat 
dan sekutunya. Eksistensi Tuhan dalam demokrasi tak dihiraukan. 
Demokrasi mengalami singularitas, di mana politik demokrasi 
mengabaikan hubungan manusia dengan etika dan hukum agama. 
Seluruh paradigma yang dibangun didasarkan oleh subjektivitas 
kepentingan untuk meraih keuntungan pragmatis semata. Inilah 
yang menjadikan demokrasi sejak awal kelahiran telah mengamali 
singularitas, yakni kondisi ketidakberaturan atau berantakan

Demokrasi dengan segala bentuk pelaksanaannya, ternyata 
tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari praktek-
praktek demokrasi yang berbuah pada ancaman disintegrasi bangsa, 



vii

Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi

konflik lokal di daerah; politik biaya mahal; korupsi kepala daerah dan 
anggota legislatif; dan lain sebagainya. 

Oleh karenanya buku ini mengulas dengan sederhana beberapa 
bentuk konkret dari falsifikasi demokrasi, seperti: pemilihan kepala 
daerah secara langsung yang menemui banyak kekurangan di sana sini; 
dinamika Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam negara demokrasi; 
dan hubungan demokrasi dan birokrasi yang buruk.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia 
yang sempurna. Penulis merasa dengan segala keterbatasan yang 
dimiliki dalam menulis buku ini, tentu masih dibutuhkan kajian yang 
intensif agar dapat ditemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang 
baik untuk kemaslahatan umat manusia. 

							       Jakarta, 4 November 2018
							       Penulis

							       Mohammad Mulyadi
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KATA PENGANTAR

Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA 

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat 
Taufiq dan Inayah-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah saya 
menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara 
saya, Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M. Si, yang telah menyelesaikan 
buku yang berjudul “Falsifikasi Demokrasi,  Berpikir Ulang Demokrasi”, 
ini dengan baik.  

Saya pribadi sangat senang dengan adanya tulisan seperti 
ini, sebab di tengah banyak sanjungan terhadap ideologi demokrasi 
rasanya sedikit sekali orang yang mau mengkritik praktek-praktek 
demokrasi hari ini. Agar demokrasi kembali seperti “jati dirinya”, 
dengarkan suara rakyat untuk kebaikan bersama. Seperti yang 
disampaikan penulis, demokrasi lahir sebagai kritik keras terhadap 
oligarki dan monarki yang penuh bias dan ketidakadilan. Banyak  
negara yang menyakini bahwa demokrasi sebagai jalan keluar dari 
permasalahan keterbelakangan suatu negara. 

Padahal sebagaimana kita ketahui praktek-praktek demokrasi 
juga banyak mengalami bias dan ketidakadilan. Amerika Serikat 
misalnya, dengan dalih demokrasi, Amerika dengan mudahnya 
berperang melawan negara yang dianggap selama ini belum 
berdemokrasi dengan baik. Dengan dalih demokrasi, Amerika dengan 
mudahnya memberikan bantuan kepada negara lain. Demokrasi 
diciderai dalam prakteknya, sehingga tidak mencerminkan realisasi 
dari tujuan awal dari demokrasi.
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Namun euphoria dan hegemoni dunia Barat dalam 
memposisikan demokrasi sebagai solusi dalam mengatasi 
permasalahan kini memposisikan demokrasi sebagai sebuah 
produk yang sakral tak tersentuh. Padahal mestinya demokrasi 
tetap didudukkan pada proporsi yang seadil-adilnya agar dapat 
menghadirkan kemaslahatan bagi warga dunia.

Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara 
saya Mulyadi, karena telah berhasil menyelesaikan buku ini dengan 
baik, walaupun dibahas secara ringkas dan sederhana tapi kita 
dapat memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan, bahwa 
sesungguhnya demokrasi dengan segala prakteknya bukanlah ideologi 
yang mampu mengatasi setiap persoalan yang terjadi pada suatu 
bangsa. Demokrasi masih membutuhkan banyak penyempurnaan 
konsep dan praktek agar tidak dijadikan “alat” pembenaran dalam 
melakukan sebuah tindakan yang dapat merugikan kehidupan 
manusia di muka bumi. 

									         Jakarta, 4 November 2018
								           Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA
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